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HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H 

Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1986 



Dalam buku Hukum Perjanjian Internasional, penulis telah ber­
janji untuk menulis tentang Hukum Perjanjian Internasional 
antara Negara dan Organisasi Internasional atau antar Orga­

nisasi Internasional. (Konvensi Wina 1986), janji tersebut penulis 
penuhi dengan terbitnya Buku Hukum Perjanjian Internasional berdasar 
Konvensi Wina tahun 1986. 

Semoga dengan terbitnya buku ini, melengkapi buku tentang Per­
janjian Internasional berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1969. 

Harapan penulis dengan menerbitkan dua buku tersebut memperluas 
wawasan kita tentang Hukum Perjanjian Internasional. 

Mengingat bahwa dalam hubungan diplomatik Indonesia juga sangat 
aktif dalam kegiatan dalam berbagai organisasi internasional sebagai 
pelaksana politik luar negeri Indonesia yang didasarkan pada Perubahan 
UUD 1945 guna melaksanakan “ketertiban dunia yang berdasarkan ke­
merdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” 

Dalam rangka memperjuangkan kepentingan Indonesia, dalam 
ke giatan untuk ikut serta dalam Organisasi Internasional kita jumpai 
juga keterlibatan Indonesia dalam membuat perjanjian internasional 
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dengan organisasi internasional, itulah sebabnya buku ini penting untuk 
menggambarkan untuk mengerti perjanjian internasional yang di da­
sarkan pada Konvensi Wina 1986. 

Jakarta,   Mei 2021 
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Pada Buku yang telah terbit, penulis membahas tentang Perjanjian 
Internasional berdasarkan  Konvensi Wina tahun 1969. Selanjutnya, 
pada kesempatan berikutnya penulis juga membahas tentang Per­

janjian Internasional namun yang didasarkan pada Konvensi Wina tahun 
1986, yaitu khusus membahas tentang perjanjian internasional antar 
negara dan organisasi internasional dan antar organisasi internasional. 

Menurut penulis untuk memahami Perjanjian Internasional yang 
di dasarkan pada Konvensi Wina tahun 1986, harus mengerti Perjanjian 
Internasional yang diatur dalam Konvensi Wina tahun1969. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih 
kepada Almarhumah Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H. yang 
telah memberi kontribusi besar sehingga buku ini dapat diselesaikan.

Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang mem­
pelajari Hukum Perjanjian Internasional.
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A. Organisasi Internasional sebagai Subjek Hukum Inter­
nasional 
Teori yang menerangkan bahwa Organisasi Internasional sebagai 

subjek hukum internasional dapat digolongkan dalam 3 (tiga) kategori. 

Kategori : 

1. Mereka yang menolak suatu personalitas yang independen dari 
organisasi internasional.

2. Mereka yang menyamakan personalitas organisasi internasional 
dengan negara.

3. Mereka yang menyetujui personalitas yang independen tetapi 
mempunyai kewenangan yang terbatas.1   

Alasan dari ketiga kategori di atas didasarkan pada perkembangan 
sejarah hubungan internasional dan hukum. Perbedaan kesimpulan yang 
dihasilkan berbeda karena masing­masing teori bermula dari sejarah 

1 Gunther Hartmann, the Capacity of International Organizations to Conclude Treaties, 
ada dalam buku K. Zemanek, Agreement of International Organizations and the 
Vienna Convention on the Law of Treaties, Springer-Verlag, New York, Vienna, 1971, 
hal. 131.
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yang berbeda dan penafsiran konsep dasar hukum yang berbeda. 

Pada zaman sebelum abad ke 17, hubungan internasional telah ber­
kembang melalui sistem yang berbeda, masing­masing sistem dibedakan 
oleh banyaknya dan kualitas dari unit­unit dasar sesuai dengan peraturan 
yang ditentukan untuk mengatur aktivitas unit yang mengadakan hu­
bung an. Berdasarkan identifikasi sistem dalam masing­masing unit, 
misal kan unit kekaisaran, kerajaan atau negara yang merupakan aktor 
yang dominan dalam hubungan internasional. Ini merupakan permulaan 
dari perkembangan dan perubahan baik dari politik internasional dan 
sis tem hukum. Kekurangan dari hubungan kelompok­kelompok aktor 
tersebut relatif jarang dan terbatas. Hubungan antar aktor dalam sistem 
pre negara pada umumnya stabil tanpa adanya baik polarisasi politik atau 
sistem hukum yang universal. 

Bangkitnya negara wilayah yang merupakan permulaan hubungan 
antar unit­unit dalam hubungan internasional, ini merupakan kenyataan 
yang secara sistematis mengembangkan sistem politik dan hukum. 

Perkembangan negara yang mempunyai wilayah  pada abad ke­17 
dan 18, memungkinkan kekuasaan untuk dipakai lebih efektif dalam ke­
majuan yang diinginkan. Industrialisasi, teknologi dan pendidikan mem­
beri kontribusi lebih lanjut untuk perkembangan politik dan hukum.

Sistem kenegaraan dan kewilayahan sangat menonjol di Eropa 
yang menjadi dasar­dasar nilai politik dan tradisi Eropa. Kelanjutannya 
evolusi peraturan ­ peraturan yang mengatur hubungan antara mereka 
membentuk pengaturan realitas politik. Perkembangan dalam sistem 
politik internasional berarti bahwa sistem  hukum juga memerlukan 
adap tasi. Adaptasi ini dapat melalui penafsiran ulang dari konsep hukum 
tradisional atau menetapkan aturan hukum baru. 

Hubungan unit­unit monarkhi menjadi hubungan antar bangsa. 
Dalam hubungan ini yaitu hubungan antar negara, masalah wilayah 
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negara lebih menonjol dari pada hubungan antara unit­unit yang 
lain. Hubungan antar negara sangat efektif untuk menentukan policy, 
hubungan damai dan pelanggaran membutuhkan pengaturan. Dalam 
hu bungan antar negara maka masalah penduduk dan wilayah sangat 
menonjol dibandingkan dengan unit­unit yang lain, karena hanya negara 
yang mempunyai kemerdekaan efektif. Dalam hubungan antar negara 
masalah kedaulatan sangat penting, hubungan antar negara berdaulat 
menjadi dasar dari pembentukan hukum internasional. Secara politik 
menunjukkan negara menjadi super dalam wilayah teritorialnya. 

Dalam lingkup internasional negara­negara dirancang secara hukum 
sama derajat, masing­masing mempunyai personalitas hukum dalam 
kaitannya dengan kedaulatan. Secara hukum bahwa unit (entity) yang 
berdaulat lebih superior dari pada unit lainnya yang tidak mempunyai 
kedaulatan. Unit yang berdaulat dari segi hukum internasional mempunyai 
kemampuan membuat perjanjian internasional. 

Pada abad ke­20 sistem politik internasional menunjukkan adanya 
pertumbuhan organisasi internasional. Organisasi internasional yang 
merupakan himpunan antara beberapa negara yang mempunyai tujuan 
kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Realitas ini menimbulkan 
pertanyaan mengenai statusnya dalam hukum internasional. Bagi mereka 
yang menolak personalitas dari organisasi mengatakan bahwa negara 
adalah mempunyai kedudukan tertinggi dari unit­unit lainnya. Bagi 
mereka unit­unit yang ingin mempunyai tingkat yang sama, menurut 
aturan dalam sistem hukum harus mempunyai identitas (attribute) seperti 
negara. Bagi mereka membandingkan kriteria yang essensial dari negara. 
Organisasi internasional tidak mempunyai wilayah, tidak mempunyai 
penduduk maka dapat diputuskan bahwa organisasi internasional tidak 
sama dengan negara. Organisasi internasional tidak mempunyai tipe 
personalitas yang sama dengan negara, organisasi internasional karena 
tidak mempunyai personalitas seperti negara, jadi tidak dapat mengklaim 


